
Menimbang

KEI'UTUSAN

REKTOR TJNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOI\'IOR : 7321 J21 ll{P 12005

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGANGKATAN, PEMII'{DAHAN, DAN PEMBERHENTIAN

PEJABAT STRUKTURAL NON EDUKATTF

DI LINGKT]NGAN UNI!'ERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR TINTVERSiTAS SEBELAS MARET

.. a. bahwa unhrk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah maupun perafi.Lran-

perahrran lainnya yang relevan dengan pengangkatan, pernindahan, darr

pemberhentian pejabat srrukhffal, maka perlu meninjau kembali dan

menyempurnakan surat Kepufusan Rehor Universitas Sebelas Mafet Nomor

222a/J2'llffil2004 tanggal 1 April tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaal

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Non

Edukatif di lingkungan Universitas Sebelas Mareti

b. bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Rektor.

l. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 io Undang-undang No. 43 Tahun 1999

tentanB Pokok-pokok Kepegau'aian;

2. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

3. Peraruran Pemerintah RI :

a. No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

b. No. 101 Tahun 2000 tentang Penrlidikan dan Latihan Jabaran Pega'r'ai

Neger iSipi l ;

c^ No. 99 Tahun 2000jo. PP No, 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat

Pcgawai Ncgeri SiPi l ;

d. No. 100 Tahun 2000 jo. No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam jabatan strulcturai;

e. No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan^ Pemindahan dan

Pemberhentia:r P:gawai Negeri Sipil;

4. Keputusan hesiden RI :

a. No. 10 Tahun 1976 tentang Pendir ian Universitas Negeri Surakarta Sebclas

Maret;

b. No. 38lM Tairun 2003 tentang Pengangkatan Dr. dr. fi. Much.

Syamsulhadi, Sp.KJ. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;

5. Keputusan Mendikbud Rl/\.{endiLrnas RI :

a. No. 0201/O/i995 tentang Olganisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas
Maret;

Mengingat

b. No. 019bfu11997 tentang Peneulpan Masa .labatan Pejabat Str"r-rkrural
Eselon lI dan ilI Perguruan Tinggi Negeri di lingku'ngan Depdikbud;

c. No. 158/P/2003 tentang Pembetian Kuasa dan delegasi Weweuang
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi K epegawaian kepada Pejabat tertentu
dl lingkungan Depdiknas ;

d. No. I 12lol20tJ4 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Hasil rapat Tirn Badar, Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baper.iakat)

Universitas Sebelas Maret tanggal 28 Juni, 5 Juli dan 22 Nopember 2005 tentang

Revisi Surat Kepunrsar, Rektor Nomor 222'd/ 127 /KP 12004.



Menempkan :

MEMUTUSKAN

PEDOMAN PELAXSANAAN PENGANGKATAN, PEN,IINDAIIAN, DAN
PEMBERHEIYTIAN PEJABAT STRTJKTURAL NON EDUKATIF DI
LINGKUNGAN LINTVERSITAS SEBELAS I\IARET

BAB I

IGTENTUANI]MUM

Pasal I

Dalam Pedoman ini, J'ang dimaksud dengan :

a. Universitas, adalah Universitas Sebelas Maret, selaniurnya disebut UNS.
b. Rektor adalah Rektor UNS.

c. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan UNS, yang selanjutnya tlisebut
PNS"

d. Calon Pejabat Struktural Non Edukatif adalah PNS di lingkungan UNS sclain rena.qa cilukatil'
yang mernenuhi syarat untuk mengikuti ujian seleksi Calon lelabat Struktural yanfhfiur"F
discbut calon pcjabat.

e. Jabatan Stnrkrural adalah kedudukan yang menggambalkan fugas dal kewajibarl selra wewelang
yang secala tegas diatur dan ada dalam Strukhrr Organisasi dan Tata Kerja LINS.

t. Pejabat yang berwenang atlalah peja5at yang berwenang mengangkat. memirrdahkan tlan
memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai kerentuan dan pel.aturan
peruudang-undangan yang berlaku.

g. Eselon adalah Jenjang atau Tingkara:r Jabatan Strukrural.
h. Tim Badan Pertimbangan Jabatan can Kepangkatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan

dengan Surat Keputusan Rektor, yang sttanjutnya disebut Tim Bape{akat

BAB II

PERSYARATAN DAN PENGUSULAN

Pasal 2

Persyaratan Umum Dan Administrasi
Untuk dapat diusulkan sebagai peserla ujian seleksi Calon Pejabat harus memeluhi persvaratar u6urn
dan adrninistrasi

(1) Persyaratan Umum :

a. Berstatus PNS;

b. Memiliki kualilikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
c. Semua unsur Dafiar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurarrg-kurangnya bernilai

6iEEJffi(duu) tahrur terakhi:, kirusus unsur kesetiaan bemilai amarlq$;
d. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
e. Sehatjasmani dan rohani.

(2) Persyaratan Adminiscrasi ;
a. Memenuhi Kepangkatan, Jeniang Pendidikan, Usia dan Diklat Penjenjangan sesuai formasi

yang tersedia sebagai berikut :

No. Formasl Jabatan PangkaUGol.
Minlmrl

Pendidiken
Minimal

Usia Pengangkatan

Minimal - N'Iaksimal
Diklatpim

I 2 -t 4 5 6

Pejabat Eselon IV-a
(Keoala Sub Basianl

Penata Muda Tk. I

III,4)

Sarjana (S-i) 52 Tahun Diklatpinr Tk. iV
(Adum)

2. Pejabat Eselon III-a
(Keoala Basian)

Pcnata Tk. I

TIIId

Sarjana (S- |  ) 40 52' l 'ahun Diklatpim' l 'k .  l l l
(Spanra/Sepadya )

3. Pejabat Eselon il-a

(Kepala Biro)

Pcmbina' l 'k .  I

lV/t)

Satjana (S- I ) 44 52' l -ahun t) ik latpim' l 'k .  I I
(Spanren/S espa)



b. Untuk mengikuti ujian seleksi Calon Pejabat Eselon II, III dan IV tidak dipelsyaratkan
Diklat Penjenjangan/Diklatpim yang diatur pada ayat (2)a kolom 6, sedangkan unruk
pen gan gkatan Pej abat Strukturai, persyaratan tersebut wajib d.ip enuhi .
Atas dasar pertimbangan kondisi terlcntu, persyaratan Diklatpim tersebut ayat (2)a kolom 6
dapat diupal,akan dengan cara perrrutihan atau ditempuh setelah mendudukijabatan.

c. Beitun pernah dijatuhi hukuman Cisiplin dngkat berat atas pelanggaran disiplin PNS.

Pasal 3

Pengusulan

Calon Pejabat diusulkan oleh atasan/pimpinan unit kerja yang bersangkuran dan dinyatakan bahwa
PNS yang t'ersangkutan telah memenuhi persyaratan umum dan administrasi untuk diaiukan sebaeai
Peseru Ujian Seleksi Calon Pejabat.

BAB III

UJIAN SELIiKSI

Pasal 4

Materi Ujian

Calon Pejabat wajib menempuh ujian selelai yang diseicnggarakan oleh UNS. nreiiputi :
a. Ujian Tulis dengan mateli ujian Kepemimpinan, Bahasa Indonesia, Bahasa llggris, 6an

Psikologi;

b. Wawancara:

c. Presentasi makalah yang terkait dengan pengembangan manajemen lretquruan Tinggi ILINS)

Pasal 5

Teknis Pelaksanaan
(l) Seleksi persyarakn umum dan admilistrasi dilaksanakan di tingkat Fakultas,4-enrbagaA.jnir

Ker-ia yang bercangkuran dan di t ingkat UNS.
(2) Ujian Seleksi :

a. Ujian nrlis, '*?wancara, mcmbuat makalah dan dipresentasikan yang rlinilai oleh 'tinr
Penguj i iPeni lai;

b. Untuk melaksanakan ujian seleksi, dibentuk Panitia pelakstna, dan Tim Pcnguji/Penilai.
c. Mated Ujian dut laeiwal Pclaksanaarr Ujian diatru.tersendiril
d. U.j ian Seleksi di laksanakan 2 tahun sekal i .

e. Hasil ujian seleksi merupakan dokumen negara bcrsifat rahasia, liclak diumumkarr. dan
meryadi salah satu bahan pcrtimbarrgan 'l'im Baperjakat dalarn rncrrgajukan usul kepatla
Rektor unrul penetapan Pcjahat Slnrklural:

BAN IV

PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN
Pasal 6

Pengan gkatan Pejabat Struktural
(l) Pengangkatan Pejabat strukturai mendasarkan beberapa aspek meliputi persyaratan rersebut pada

Pasal 2, 3. dan hasil ujian seleksi, dengan memperrimbangkan :
a. Tingkat urutan dalam Daftar Urur Kepangkatan OUK);
b. Lamanya masa kerja./masa pengabdian di tlNS;

c. PNS pindahan dari Instansi lain, sekurang-kurangnya telah'4 (empat) rahun rnelaksanakan
tugas/pengabdian di UNS sccara terus mcnerusi I

d. PNS UNS yang pernah pindah ke PTN/ PTS/ lnstansi laia dan kembali akrii'tli Univelsiras.
y an g d perh i tungkan rnasa rugas/pe n gabdian yan g terakh i r;

e. Pengalaman daiam pelaksanaan olgas-tugas sebelunrnya;
t. Relevansipendidikan;

g. M asukan-masukan dari P i mp inan F'akul tas/Lembaga/Un i t K erj a terkai t.



e\ Hasil akhir dari ayat (l) di atas n',enjadi bahan pertimbangan usul pengangkatan peiabat

struktural oleh Tim Baperjakat kcpada Rektor'

(3) pejabat Struktural tlitetapkan dengan Sural Kepunrsan Rektor sesuai ketentuan PP Nontor 6Lt

Tahun 1999, dan diresmikan dengan upacara PengangJ<atan Sumpah Jabatan dan Pelantikan.

(.4) pejabat srruktur.tl wajib mengangke,t sumpah/jnnji pada upacaft pelantikan.

Pasal 7

Pengangkatau Kcmbali Pejabat Struktural

(l) pejabat Srrukhrral yang telah berakhir rnasa jabatannya, dapat diangkat kembali dalanr jcnjang

jabatan dan bidang tugas yang sama, atau bidang tugas yang lain dengan ketcntuan :

a. Masih diperlukan untul< kepentingan dinas;

b. Masilr nremenuhi syarat berdasarkan porirtut'an dan perundang-unclangan yang berlaku.

(2) Khusus Pejabat Sff.rkhral Eselon II yang telal.r rnenjabat 2 (dua) kali nrasa jabatan lterhulrl-lni'ut

dan apabila berdasarkan hasi l  peni laian khusus merni l iki  prestasi sangat baik, dapat diperpanjang

lagi untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tah'm.

(-l) Usul pengangkatan kenibali pejabat shuktural sebagaimana diniaksud ayat (1) dt atas.

disanrpaikan oleh Pimpinan Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan kepada Rektor dalanr waktu

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebclum bcrakhirnya masa jabatan Pcjabat Struktulal yang

bersangkutan.

(4) Pengangkatan kernbali  Pejabat Struktural untuk jcnjang jabaLan yang sanra. t idak dipcrsvaratkan

ujian seleksi sebagaimana dimak.sud dalam ketentuan Bab III l'edoman ini. tctapi didasarl<an

pada prestasi kerla dalam memangku jabatan scbelumnl'a.

(5) Pengangkaran kembali Pejabat Struktural ditetapkan dengan Surat Kcptttusan Rektor setclah

mempertimbangfan usulan/masukan Tim Baperjakat dan Pimpinan l.init Kcrla tcrkait.

(6) Pcjabat Srrukhrral diresmikan dengan upircara pengangkatan sumpah jalratarr clan pelarrt iki tn.

(7) Pejabat Strukhral wajib mengangkat sumpah/janji pada upacara pe lantikan.

Pasal 8

Masa Jabatan

Masa jabatan Pejabat Struknrral Eselon II ,  I l l  dan IV (Kepala Biro. Kepala Bagian, dan Kepala SuLr

Bagian) adalah 4 (empat) tahun.

BAB V

PEMINDAHAN

Pasal 9

Pemindahan Pej abat Struktural

(t) Dalam rangka mengembangkan wawasan dan meningkatkan kinetja Pejabat Struktural yang

bersangkutan baik yang telah berakhir masa jabatalnya maupun yang belurrr berakhit masa
jabatannya, dapat digeser atau dipindahkan ke fbrmasi jabatan yang lain apabila diperlukarr

untuk kepentingan dinas, atau karena sebab lain sesuai ketentuan dan peraturan yarlg berlaku.

(2) Pejabat Struktuml yang dipindah untuk menduduki formasi jabatan lain diberhentikan dari
jabatan scbelumnya, dan ditetapkan dengan Surat Kepuh-rsan Rektor.

(3) Pemindahan Pejabat Sbuktural pada jenjang jabatan yang sama atau pada jenjang jabatan yatrg

lebih rendah, tidak dipersyaratkan ujian seleksi scbagaimana yang diahrr pada Bab III Pedonrau
ini.

(4) Pemindahan tidak dikenakan bagi Pejabat Struktural yang satu tahun lagi atau kr.rrang dati I

tahun lagi sudah mencapai batas usia pensiun.

Pasal t0

Prosedur Pemindahan Pejabat Struktutal

(1) Bila diperlukan, Pejabat Struktut'al haik yang sudah berakhir masa jabatannya. maupun yatlg

belum berakhir masa jabatannya (masa jabatan kurang dari 4 tahun) dapat diusulkan pemindahan

oleh atasan/pimpnan yang bersangkut;rn kepada Rektor.



(Z) Rektor menyerahkan usulan tersebut ayat (l) I'asal ini kepada Pembantu Rektor II, untuk

tl i  t i  nt lak lanjut i  sebagaimarta mcstr rrya.

(3) Pembantl Rektor II beserraTirn Baperjakal Inembahas usulan penrindahan Pejabat Suukrlrai

yang bersangkutan, dan hasil pembahasan besena alternatif penempatannya diajukan kcpada

Rektor oleh Pembantu Rektor II sebagai bahan pcrtimbangan dalatn rrrenganrbil kcputu.san.

(4) Apabila diperlukan untuk kepeniingan dinas, Rektor dapat rnemindahkan Pejabat Struktural baik

yang telah berakhir masa jabatannya rnaupun yang bclum bcrakhir masa jabatannya. unpa

diusglkan oleh atasan/pimpinan yang bcrsangkutiln dengan mcmpcLhatikan usul/pel'timbangan

Tjm Baperjakat.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 1l

Pemberhentian dari Jabatan Struktural

PNS diberhentikan dari jabatan strul(tural apabila :

(l) Berakhir masa jabatannya.

(2) Sebelum berzkhir masajabaunnya, oleh karena.

a. mengundurkan diri darijabatan yang didudukinya;

b. telah mencapai baras usia pensiun;

c. riiberhentikan sebagai PNS:

d. diangkat dalam jabatan lain atau jabatan fungsional;

e. melaksanakan bebas tugas menjelang pensiun;

l. melakukan pelanggaran disiplin pegawai, dan dikenakan sanksi hukuman tingkat berat;

g. melakukan rindakan kriminal dan atau mendapat hukuman penjara/pidana:

h. nilai salah satu atau lebih dari unsur',4<omponen DP3 betnilai cukup (S 75);

i. melaksanakan tugas belajar yang tidak dapat dirangkap dengan pelaksanaan rugas jabatan;

j, cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;

k. mendedta sakit yang sulit disembuhkan dan dinyatakan dengan Swat Keterangau Dokter
Pernerintah bahwa PNS yang bersangkutan tidak dapat diberi tugas sebagai pelabat:

l .  rneninggal dunia.

Pasal 12

Prosedur Pemberhentian Pejabat Struktural

(l) Pemberhentian Pejabat Struktural diusulkan secara tertulis oleh atasari,/pimprinan pejabat

struktural yang bersangkutan kepada Pektor.

(2) Datam hal usul pemberhentian tersebut Pasal I I ayat (2), dilampiri dengan dirta pendukung yang

sah sesuai alasan usul pemberhentian.

(3) Pembcrhentian Pejabat Struktural ditctapkan dcngan Surat Keputusarr Rektor sctelah
mempertimbangkan usul,4aporan/masukan dari Tim Baperiakat dan Pimpinan terkait.

(4) PNS yang telah diberhentikan dari iabatan struktural,oieh karena berakhir masa jabatannya dan
belum mencapai batas usia pensiun, melaksanakan tugas sesuar tugas-tugas yang diberikan oleh
pimpinar/atasan PNS yang bersangkutan. Apabila diperlukan PNS yang bersangkutan dapat
diberi jabatan non sfruktural atau jabatan lainnya yang sesuai.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam kepuhrsan ini akan diatur tersendiri dengan Keputusan

Rektor seteiah memperhatikan pertintbangan Tim B aperj akat,



(2) Kepgtusan ini rnlai berlaku ranggal 2 Januari 2006 dengan ketenman apabila dikemudian hari

temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

(3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 222a1127 lKPl2004 tanggal

i April 2004 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
pejabat Struknrral Non Edukatif di lingkungan Universilas Sebelas Maret, dinl'slakan tidak
bedaku laei.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal :

Rektor,

Prof. Dr. dr. H. MUCH. SYAMSULHADI, Sp.KJ.

NrP 130 543 952

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

t. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Sekretaris Jencleral Depdi-knas ttj Jakartal

3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta;

4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;

5. KepalaBKN di Jakarta;

6. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;

7. Kepala KPPN Surakarta;

8. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.


